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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun dan menyelesaikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini.
Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan
pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun
2023. Penyusunan Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri
Negera Pedayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Nomor 113 Tahun 2016 Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia selama 1 (satu) tahun yang akan menjadi sumber informasi
dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan
peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang. Serta dapat
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja yang telah
dicapai, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang telah dilakukan
untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Semoga laporan ini dapat
dijadikan sebagai acuan untuk evaluasi dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah bekerja keras sama degan baik dalam penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK]jIP) ini. Semoga dapat bermanfaat khususnya
untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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ey Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Kami menyadari bahwa
laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran
yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk

penyempurnaan laporan ini di masa mendatang

Liwa, %0 Januari 2025
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun
2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran
strategis.

Sasaran dan indikator Kkinerja termuat dalam Renstra Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.
Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan
strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam
rencana strategis.

Dalam dokumen perjanjian kinerja BKPSDM Kabupaten Lampung
Barat menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai yaitu
meningkatnya kapasitas SDM aparatur. Berkaitan dengan pencapaian
sasaran strategis tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat, melaksanakan 2 (Dua)
program, 1 (satu) program penunjang dan 1 (Satu) program teknis, antara
lain:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah;
Adapun rincian pencapaian kinerja dari indikator sasaran strategis

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:
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!

Tabel
Pencapaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No Sasaran Indikator Formulasi Target | Realisasi
Strategis Tujuan Indikator
Sasaran PD
1. | Meningkatnya Indeks Pengukuran 55 57.7
Kapasitas SDM Profesionalitas indeks
Aparatur Aparatur Profesionalitas
ASN dari BKN
Jakarta

Sumber : Hasil Pengukuran Sementara Indeks Profesionalitas ASN dari BKN Tahun 2024

Berdasarkan data diatas hasil sementara IP ASN Kabupaten
Lampung Barat pada Tahun 2024 adalah 57.7 termasuk dalam ketegori
rendah sesuai dengan interval Skala Indeks Profesionalitas ASN. Hasil
pengukuran ini berdasarkan tarikan data yang dilakukan pada triwulan
1 pada tanggal 20 Februari 2025, yang mana hasil ini akan terus
meningkat seiring dengan update data yang terus dilakukan oleh semua
ASN Kabupaten Lampung Barat. Hasil pengukuran final Indeks
Profesionalitas ASN Kab Lampung Barat Tahun 2024 Akan di umumkan
BKN pada triwulan 1 tahun 2026. Hasil pengukuran sementara I[P ASN
ini telah melebihi target yang telah ditetapkan BKPSDM sebesar 55 pada
tahun 2024, dan terealisasi sebesar 57.7 pada triwulan 1 Tahun 2025.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui
pada sasaran menunjukan beberapa tantangan yang perlu menjadi
perhatian bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Lampung Barat kedepan sebagai berikut:
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel

Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Tepat: Gagalnya
organisasi dalam
menganalisis
kebutuhan
belajar secara
tepat dapat
menyebabkan
pengiriman tugas
belajar yang tidak

relevan

No | Permasalahan Faktor Dampak
Penyebab
1. | Rasio Kebutuhan | Jumlah ASN baru | Adanya deviasi antara jumlah
ASN tidak seimbang kebutuhan pegawai dibandingkan
dengan jumlah jumlah pemenuhan pegawai
PNS yang menyebabkan ketidak seimbangan
purna/ pensiun. distribusi beban kerja. Hal tersebut
dikarenakan jumlah ASN baru
tidak seimbang dengan jumlah PNS
yang pensiun.

2. | Rasio ASN yang Jumlah ASN yang | Target 20 JPL per tahun bagi ASN
mengikuti mengikuti Pemerintah Kabupaten Lampung
Pendidikan dan pengembangan Barat untuk  mengembangkan
pelatihan kompetensi kompetensi melalui pelatihan

belum belum tercapai
maksimal

3. | Pengiriman tugas | Tidak Adanya Pemborosan Sumber Daya: Sumber
belajar yang tidak | dokumen analisis | daya, baik itu waktu, biaya,
sesual Kebutuhan | Kebutuhan maupun tenaga  yang telah
organisasi kompetensi yang | diinvestasikan dalam = program

belajar tersebut akan terbuang sia-
sia karena hasil yang didapatkan
tidak

organisasi.

memenuhi kebutuhan

Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan BKPSDM Tahun 2024
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Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan kinerja instansi
pemerintah ini penting digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja di
tahun yang akan datang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah
diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih
lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm selaku unsur pembantu
pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan
kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas
sebagai sub sistem dari sistem
pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung
Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak
hanya mempertimbangkan tujuan daerah, melainkan keselarasan
dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup
Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,
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kolusi dan nepotisme (KKN). Maka di terbitkan Peraturan Presiden No.
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung Barat
diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang
dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan
kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, misi, realisasi
pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang

telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sesuai

dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023

tentang kedudukan, susunan oganisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

perangkat daerah mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia;

4. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan
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Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia;

2. Pelaksanaan tugas dukngan teknis di bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia;

4. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia;

5. Dan Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh yang
dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural

sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

LAXPIRAN XXIX - PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM NOﬁOR B TAHUN 2023
TENTANG : KEDUDUKAN. SUSUXAN ORGANISASL, TUGAS DAN
FUNGS! SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA BADAN
o
JABATAN
FUNGSIONAL
[ 1
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN
DAN PERENCANAAN KEUANGAN
BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG MUTAS]. PROMOSI Mrm,w? ?n"::mnnnu
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENILAIAN KINERJA AN SCFORAEALH
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
UNTT PELAKSANA

TEKNIS

Sumber data : Perbub Nomor 24 Tahun 2023

C. Peran Strategis Perangkat Daerah
Pada hakekatnya pembangunan sebagai proses perubahan yang

terus menerus berlangsung, merupakan kemajuan dan perbaikan
menuju kearah yangingin dicapai dalam meningkatkan kualitas hidup
manusia termasuk perubahan dalam diri manusia itu sendiri,
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

masyarakat dan lingkungannya. Pembangunan merupakan bagian dari
satu kesatuan sistem pembangunan yang dilakasanakan oleh semua
komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pembangunan sangat
ditentukan oleh keberhasilan didalam membangun Sumberdaya
Manusia yang dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu
sehingga kualitas Sumberdaya Manusia itu sendiri dapat diselaraskan
dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sektor pembangunan.

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur di Kabupaten Lampung
Barat merupakan bagian integral pembangunan nasional di bidang
aparatur dalam rangka menciptakan Sumberdaya Manusia (SDM) yang
berkualitas dan profesional sebagai penyelenggara pemerintah dan
pembangunan serta pelayanan masyarakat. Usaha demikian harus terus
menerus dipacu dan diupayakan secara terarah, terprogram dan
berkesinambungan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
sebagai salah satu unsur pemerintah yang bertanggungjawab dalam
rangka peningkatan kualitas dan profesional Aparatur Pemerintah di
daerah, maka perlu untuk menyusun program dan kegiatan baik jangka
pendek maupun jangka panjang sehinga konstribusinya bagi
pembangunan bangsa terutama Sumberdaya Aparatur sesuai dengan
tuntutan yang diperlukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Barat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa
konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai Dokumen
Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun. RKPD
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 disusun sebagai dokumen
perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Daerah

(RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.
10|Page Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2024



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan
mengambil masukan dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Renja-PD), karena Renja PD merupakan sumber masukan utama dan
mendasar bagi perencanaan diatasnya yaitu RKPD.

Rencana Kerja PD sebagai penjabaran Rencana Strategis PD untuk
jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Selain itu Renja PD berhubungan langsung
dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat perlu
menyusun Rencana Stategis sebagai dokumen perencanaan agar mampu
berkiprah secara maksimal dalam sumbangsihnya membina dan
mengembangkan profesionalisme serta karier Pegawai Negeri Sipil dalam
upaya penciptaan pelayanan pengelolaan kepegawaian yang akurat,
mudah, cepat dan tuntas mengarah pada perwujudan salah satu misi
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis ini
merupakan pegangan umum pelaksanaan teknis operasional di jajaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat yang diformulasikan dalam bentuk program
aksi atau kegiatan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi dan
pelaksanaannya terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dana
yang tersedia dan kondisi yang ada.

Untuk mengantisipasi adanya perbedaan dalam peraturan dan
perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang
belum adanya payung hukum yang terpadu antara perencanaan dan
penganggaran yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan
dan penganggaran, maka sangat perlu disusun Rencana Kerja (Renja)

Organisasi Perangkat Daerah.
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D. Isu Strategis

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

KabupatenLampung Barat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tingkat disiplin ASN.

2. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan.

3. Masih rendahnya komitmen Aparatur terhadap peningkatan
kompetensi baikformal maupun non formal.

4. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung
terlaksananya pendidikan dan pelatihan.

5. Penempatan PNS dalam jabatan belum sesuai dengan Standar
KompetensiJabatan.

6. Belum terpenuhinya jumlah formasi kebutuhan ASN sesuai
dengan Anjabdan ABK.
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BAB II
PERENCANAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun
melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan
penjabaran dari pada Kepala Daerah yang terpillh dan terintegrasi
dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan, dalam hal ini Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sdm Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan
untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai
dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut
dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban PJ Bupati Lampung
Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung
Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk
mewujudkan tujuan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun
2023- 2026.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan
- tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten

Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan melibatkan stakeholders pada
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saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil
kesepakatan bersama antara Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sdm Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

1. Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan kebijakan perlu dilakukan dalam pelaksanaan
manajemen kepegawaian daerah guna mencapai tujuan perangkat
daerah kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat telaj
menetapkan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan

yang hendak dicapai 4 (Empat) Tahun ke depan yaitu :

1. | Pengembangan PNS melalui Terselenggaranya Promosi
analisis jabatan dan dukungan Jabatan secara terbuka.
pola karier yang jelas.

2. | Peningkatan kualitas pelayanan Ketepatan waktu mutasi
administrasi kepegawaian yang pegawai Kabupaten
mengacu pada Standar Lampung Barat.

Pelayanan atau Standart
Operational Procedures (SOP);

3. | Peningkatan kualitas Terlaksananya Uji
pengukuran kompetensi dan Kompetensi bagi pejabat
penilaian kinerja dan pegawai fungsional
pegawai yang dapat tertentu.
dipertanggungjawabkan;

4. | Peningkatan kualitas Melakukan pembinaan
kedisiplinan PNS dan disiplin PNS dan
kesejahteraan PNS yang melakukan sosialisasi
didukung reward and aturan disiplin ASN.
punishment;

5. | Peningkatan kualitas Terselenggaranya Sistem
pengelolaan arsip kepegawaian Informasi Kepegawaian
secara manual dan elektronik secara elektronik.

serta Sistem Informasi
Kepegawaian yang terintegrasi ;
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6. | Peningkatan kualitas Terlaksananya ruang

penyelenggaraan Diklat pelayanan Informasi
Penjenjangan dan Kepegawaian.
Teknis/Fungsional.

7. | Peningkatan kualitas Telaksananya diklat
pengukuran kompetensi dan penjenjangan dan
penilaian kinerja teknis/fungsional.
pegawai yang dapat
dipertanggungjawabkan;

Sumber : Resntra BKPSDM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Selanjutnya, Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana
Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Kabupaten
Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan
kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun
mendatang.

Tujuan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat “Terwujudnya Tatakelola
Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan”. Untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka harus mempunyai
sasaran, adapun sasaran harus sesuai indikator Utamanya. Sasaran
jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sesuai
dengan tujuan adalah “Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur”.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan tujuan Rencana Pembangunan
Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
Sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut
perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung Barat
sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung

Barat
TARGET KINERJA PADA TAHUN
INDIKATOR
NO TUJUAN SASARAN KINERJA
2023 2024 2025 2026
1 |Terwujudnya Tatakelola | Meningkatnya |Indeks 52 55 57 60

Pemerintahan yang Kapasitas SDM | Profesionalitas

Akuntabel, Inovatif dan |Aparatur Aparatur

Transparan

Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan BKPSDM Tahun 2024

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung
BaratTahun 2024

PENJELASAN
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN |' z R EE ml‘ I e
1  Meningkatnya Indeks Nilai Meningkatnya  Pengukuran indeks Badan
Kapasitas SDM | Profesionalitas Kapasitas SDM  Profesionalitas ASN Kepegawaian
Aparatur Aparatur Aparatur dari Wilayah Kerja Negara
Kantor Regional V
BKN Jakarta

Sumber : Indikator Kinerja Utama BKPSDM Tahun 2024

2. Program dan Kegiatan Pembangunan
Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis di Tahun
2024, BKPSDM Kab Lampung Barat didukung 2 program dan 10
kegiatan. Program dan kegiatan tersebut ditunjukan pada tabel sebagai
berikut :
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Tabel 2.3

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung
BaratTahun 2024

i Prog. Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

2 Prog. Kepegawaian
Daerah

Kagiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
EvaluasiKinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian ASN Organisasi
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan BKPSDM Tahun 2024

B. Perjanjian KinerjaTahun 2024 dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja

harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima

dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah

dokumen anggaran disahkan.

Perjanjian Kkinerja

adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

17|Page

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2024




Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan
janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh
pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan
wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh
instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang
dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja
tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program
atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada
kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mengacu
pada dokumen Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dokumen Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024,
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung
Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian
sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 |Meningkatnya Kapasitas SDM Indeks Profesionalitas 55
Aparatur Aparatur
NO PROGRAM ANGGARAN
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.697.391.600
Kabupaten/Kota
2. Kepegawaian Daerah 1.294.114.600

Jumlah Rp. 3.991.434.200
Sumber : Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun 2024
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Berdasarkan tabel 2.4 menjelaskan bahwa Perjanjian Kinerja Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung
Barat memilki 1 sasaran yaitu “Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur”,
dan 1 Indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur dengan target
kinerja sebesar 55 dengan dukungan anggaran sebesar Rp 3.991.434.200.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 [Meningkatnya Kapasitas SDM Indeks Profesionalitas 56
Aparatur Aparatur

NO PROGRAM ANGGARAN
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.854.865.243
Kabupaten /Kota
2. Kepegawaian Daerah 1.700.599.600
Jumlah Rp. 4.555.464.843
Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan BKPSDM Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.5 menjelaskan bahwa perjanjian kinerja perubahan
yang disusun tidak merubah target kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja
perubahan yang disusun hanya merubah dukungan anggaran yang telah

ditetapkan sebelumnya.
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Tabel 2.6 Kerangka Pendanaan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahun 2024
Hasil
No Uraian KUA PPAS REKA Pembahasan DPA DPA Perubahan
TAPD, DPRD | Pengesahan
dan Evaluasi
Gubernur
i 2 3
A Prog. Penunjang Urusan |2,637,578,600 | 2.697.319.600 | 2.697.319.600 (2.697.319.600 | 2.854.865.243
Pemerintahan Daerah
1 Kagiatan Perencanaan, 18,670,800 18.670.800 18.670.800 18.670.800 18.670.800
Penganggaran, dan
EvaluasiKinerja
Perangkat Daerah
2 Kegiatan Administrasi 2,307,575,200 | 2.307.575.200 | 2.307.575.200 | 2.307.575.200 | 2.465.020.843
Keuangan Perangkat
Daerah
3 Kegiatan Administrasi 2.865.000 2.865.000 2.865.000 2.865.000 2.865.000
Kepegawaian Perangkat
Daerah
4 Kegiatan Administrasi 167,680,000 227.421.000 227.421.000 227.421.000 235.921.000
Umum Perangkat Daerah
5 Kegiatan Penyediaan Jasa 62,497,600 62.497.600 62.497.600 62.497.600 54.097.600
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
6 Pemeliharaan Barang Milik 78,290,000 78.290.000 78.290.000 78.290.000 78.290.000
Daerah PenunjangUrusan
Pemerintahan Daerah
B Prog. Kepegawaian 1,251,354,600 | 1.294.114.600 | 1.294.114.600 |1.294.114.600 | 1.700.599.600
Daerah
7 Kegiatan Pengadaan, 231,371,500 252.751.500 252.751.500 252.751.500 329.020.500
Pemberhentian dan
InformasiKepegawaian ASN
Organisasi
8 Kegiatan Mutasi dan 167,485,600 167.485.600 167.485.600 167.485.600 167.485.600
Promosi ASN
9 Kegiatan Penilaian dan 360,522,500 381.902.500 381.902.500 381.902.500 712.118.500
Evaluasi Kinerja Aparatur
10 Kegiatan Pengembangan 491,975,000 491.975.000 491.975.000 491.975.000 491.975.000
Kompetensi ASN
Jumlah 3.891.434.200 | 3.991.434.200 | 3.991.434.200 &991.434.200 4.555.464.843

Sumber data : Laporan Keuangan BKPSDM Tahun 2024
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C. Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra

Berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan maka target

kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Lampung Barat, tahun 2024 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.7 Target Kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahun 2024
PROGRAM, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
TUJUAN SASARAN KEGIATAN DAN Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan
SUB KEGIATAN Subkegiatan (Output)
1 2 4 5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
Meningkatnya Meningkatnya | PROGRAM Nilai Sakip Perangkat Daerah
Kualitas Kapasitas PENUNJANG
Penyelenggaraan | SDM Aparatur | URUSAN
Pemerintahan PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Perencanaan, Daerah
Penganggaran, dan Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang
Evaluasi Kinerja disusun
Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Administrasi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Keuangan Tunjangan ASN
Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /
Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan
Kepegawaian Penilaian Kinerja Pegawai
Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
Administrasi Umum | Jumlah Paket Komponen Instalasi
Perangkat Daerah Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
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TUJUAN KEGIATAN DAN Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan
SUB KEGIATAN Subkegiatan (Output)
Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Penunjang Urusan Menyurat
Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Daerah Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik
vang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang
Barang Milik Urusan Pemerintahan Daerah yang
Daerah Penunjang dipelihara
Urusan
Pemerintahan
Daerah
PROGRAM Persentase Pelaksanaan Profesionalitas
KEPEGAWAIAN ASN Berdasarkan Kompetensi
DAERAH
Persentase Peningkatan Kompetensi ASN
Pengadaan . ——

o Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan
Pemberhentian dan | pcilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Informasi
Kepegawaian ASN Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi

Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem

Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data

Kepegawaian

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data,

Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Mutasi dan Promosi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi
ASN Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi

ASN antar Daerah

Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Pengembangan Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya
Kompetensi ASN =

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan

Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan

Lanjutan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja

Sama Pelaksanaan Diklat

Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan

Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional

ASN
Penilaian dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan

Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa
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TUJUAN SASARAN KEGIATAN DAN Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan
KEGIATAN Subkegiatan (Output)

Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan
Kedisiplinan

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Sumber data : Renstra 2023-2026 Badan Kepegawaian dan Pengmbangan SDM
Tahun 2024
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BAB III
KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Peran Aparatur Sipil Negara adalah sebagai perencana,
pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan
kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari
intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Oleh karena itu, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat
strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah
sebagai generator penyelenggara pembangunan. Karena peran
Aparatur Sipil Negara yang sangat strategis tersebut, Pemerintah
telah memberlakukan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara. Begitupun di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Barat, Aparatur Sipil Negara merupakan salah

satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat
periode 31 Desember 2024 sebanyak 28 orang. Profil demografi ASN

pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dibawah ini :

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dari 28 orang PNS dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1 = Sarjana Strataz ' 5 r |
R Sarjana Strata 1 19 Orang
3 Diploma III (D3) - 3 Orang
4

SMA 1 Orang

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2024
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2. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan, dari

dibawah ini1 :

O 0|~ o bW ] e g

—
o

28 Orang PNS

tersebut dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut
Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
PANGEKAT GOLONGAN JUMLAH
Pembina Utama Muda IV/c 0 Orang
Pembina Tingkat I IV/b 1 Orang
Pembina IV/a 2 Orang
Penata Tingkat I 11/d 4 Orang
Penata Il/c 4 Orang
Penata Muda Tingkat | [I1/b 9 Orang
Penata Muda IIl/a 5 Orang
Pengatur Tingkat I I/d 1 Orang
Pengatur II/c 2 Orang
Pengatur Muda Tk. I II/b -
Pengatur Muda II/a -

il

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2024

3. Berdasarkan rumpun jabatan, dari 28 Orang PNS tersebut

dapatdilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini :
Tabel 3.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Rumpun Jabatan

Rumpun Jabatan Jumlah
1 | Struktural | 7 |
|' "2 | Fungsional #”iﬁ 6 ]
N 3 ‘T Fungsﬁm—a—l Umum | 15 - _J:
Jumlah 28 1

Sumber Data : Sub BagiarTUmum &T(epegawaian per Desember 2024

4. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan yang pernah diikuti,

maka dari Jumlah Pejabat Struktural sesuai eselon terdapat

beberapa yang belum mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai
terlihat dalam Tabel dibawah ini.
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Tabel 3.4
Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Penjenjangan
L PIM II 0 _ -0%
2. PIM III 1 25%
3. PIM IV 1 50%

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2024

Berdasarkan tabel diatas jumlah pegawai yang ada di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lampung Barat pegawai yang belum mampu
memenuhi kebutuhan pegawai yang telah dihitungan melalui

pengukuran ABK.

B. Analisis Sarana dan Prasarana
Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat
dipergunakan) Adapun sarana pendukung Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberaya Manusia Kabupaten Lampung Barat |
yaitu :
Tabel 3.5 Daftar Sarana dan Prasarana

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahun 2024
No Uraian Jumlah Satuan
1 Meja i/ Unit
2 Kalkulator 1 Unit
3 Lemari Arsip 1 Unit
4 Kursi biro E Unit
5 Meja biro 4 Unit
6 Mesin Ketik 2 Unit
T Stabilizer 6 Unit
8 Lemari Arsip B Unit
9 Filling Kabinet + Unit
10 Mobile Filling Kabinet 1 Unit
11 Proyektor LCD 1 Unit
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12 Lemari 2 Unit
13 Lemari 1 Unit
14 Filling Kabinet 5 Unit
15  Filling Kabinet 1 Unit
16 Proyektor 3 Unit
17 Kursi Sice 1 Unit

18 Kursi Belajar lipat 80 Unit

19 Mesin Absensi 1 Unit
20 Mesin Ketik 1 Unit
21 Lemari Arsip 1 Unit
a9 Kursi Putar 9 Unit
23 Meja 1/2 Biro 6 Unit
24 Absen Sidik Jari 1 Unit
25 Proyektor 3 Unit
26 Stabilizer 2 Unit
27 Meja Kerja Resepsionis 1 Unit
28 Meja Kerja 1/2 Biro 4 Unit
29 Kursi Putar 6 Unit
30 Stabilizer 2 Unit
31 UPS 2 Unit
32 AC (Air Condisioner) 1 Unit
33 UPS 1 Unit
34 Mesin Pemindai 65 Unit
35 Proyektor 1 Unit
36 CCTV 1 Unit
37 Kursi Sofa 1 Unit
38 Meja 1/2 Biro 3 Unit
39 Kursi 1/2 Biro 3 Unit
40 Kursi Biro 1 Unit
41 Brankas 1 Unit
42 Wireles dan Router 3 Unit
43 HDD External 1] Unit
44 Rak Server 1 Unit
45 Komputer PC All In One 1 Unit
46 HDD External 2 Unit
47 Scaner 1 Unit
48 Komputer PC (ALL In One) 1 Unit
49 Printer 1 Unit
50 PC 1 Unit
51 Kendaraan Dinas Roda 4 2 Unit
52  Kendaraan Roda 2 5 Unit

Sumber data : KKP BKPSDM Tahun 2024
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Berdasarkan tabel 3.5 menjelaskan bahwa potensi dan
kondisi sarana pendukung Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung
Barat sampai saat ini adalah dalam kondisi rusak ringan dan
masih bisa diperbaiki dan dilakukan pemeliharaan dalam
rangka menjalankan kegiatan perangkat daerah. Daftar barang
yang dicantumkan di dalam tabel adalah sebagian barang yang
ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, dan untuk lebih lengkapnya dapat di lihat dalam KKP
BKPSDM tahun 2024.

C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024

Dalam pencapaian kinerja yang sesuai dengan standar
akuntabilitas harus mempunyai suatu ukuran sebagai sebuah
outcome sebagai hasil sebuah kinerja sehingga terdapat suatu
manfaat sehingga perlunya pengukuran kinerja itu sendiri dengan
indikator indikator yang telah tersusun sesuai rencana yang
diharapkan.

Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat telah
melaksanakan 2 Program, 10 Kegiatan dan 40 sub kegiatan yang
mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Lampung Barat yaitu Mewujudkan Tatakelola
Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan dengan
dukungan anggaran sebesar Rp. 4.555.464.843- (Empat Milyar
Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh
Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)- yang terdiri
dari belanja operasi sebesar Rp. 4.555.464.843, belanja Pegawai
sebesar Rp. 2.468.660.843,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp
2.004.804.000, belanja hibah sebesar Rp 65.000.000, dan belanja
modal sebesar Rp 17.000.000,00 Proporsi Anggaran Belanja Operasi
dan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah Tahun Anggaran
2024 sebagai berikut :
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Proporsi Anggaran BKPSDM Tahun
2024

65.000.0C 17.000.000 : 0%

68.660.843 ;
54%

B M Belanja Pegawai M Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Modal

Gambar 3.4 Proporsi Anggaran BKPSDM Tahun 2024

Adapun rincian pagu anggaran Prograam/Kegiatan /Sub Kegiatan
yang dilaksanakan oleh badan kepegawaian dan pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2023 adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pagu Anggaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahun 2024
( No Uraian Jumlah Anggaran
1 2 3
A Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.854.865.243
1 Kagiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 18.670.800
Perangkat Daerah
2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.465.020.843
3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 2.865.000
Daerah
= Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 235.921.000
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 54.097.600
Pemerintahan Daerah
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 78.290.000
Pemerintahan Daerah
B Prog. Kepegawaian Daerah 1.700.599.600
7 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 329.020.500
Kepegawaian ASN Organisasi
8 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 167.485.600
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 712.118.500
10 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 491.975.000
Jumlah 4.555.464.843

Sumber data : Dokumen Perencanaan Anggaran Perubahan (DPA) 2024
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BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas /pemberi amanah. Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban
amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana
Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaranyang ditetapkan
untuk mewujudkan tujuan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sdm.

Dalam laporan ini, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian
tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok
indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaranyang ditetapkan
dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun
2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan
instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian
Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Tahun 2024, hasil

reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan
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Pengembangan Sdm, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak
1 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :
SASARAN STATEGIS I

Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur >\

L s =

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS I

Indeks Profesionalitas Aparatur >\

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan susuai dengan program, sasaran dan tujuan, yang
telah ditetapkan dalam memujudkan tujuan rencana pembangunandan
strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
indikator kinerja utama.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu
pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah
menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah
yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung Barat telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat
Daerah Nomor 800/13/KPTS/IV.04/2023 tanggal 9 Januari 2023 dan
melalui Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : 36 Tahun 2018 tentang

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat.
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Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu
terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang
sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran
atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sdm Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 menunjukan hasil sebagai
berikut:

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung
BaratTahun 2024

No Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi| Capaian %

1 |Indeks Profesionalitas Indeks 53 57.7 104%
Aparatur

Sumber : Indikator Kinerja Utama BKPSDM Tahun 2024, dan Badan
Kepegawaian Negara

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa Target Indeks Profesionalitas ASN
Tahun 2024 adalah sebesar 55 poin. Capaian kinerja sasaran strategis
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur di Daerah pada Tahun 2024
dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara (ASN) melebihi target yang diharapkan, yaitu sebesar 57.7
dengan kategori rendah. Hasil pengukuran IP ASN ini bersumber dari
pengukuran sementara pada aplikasi SIASN yang dilakukan pada
tanggal 20 februari 2025 pada triwulan I, pengukuran Indeks
Profesionalitas ini dilakukan mulai dari bulan januari s/d desember
tahun 2024, pengukuran IP ASN Kabupaten Lampung Barat akan terus
mengalami peningkatan seiring dengan update data yang dilakukan
pada setiap dimensi yang menjadi indikator pengukuran [P ASN. Hasil
pengukuran sementara dari Badan Kepegawaian Negara yang dilakukan
menggunakan aplikasi SIASN BKN terhadap 3.496 orang PNS, diperoleh

nilai indeks sebesar 57.7 poin dengan kategori sangat rendah.
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Indeks profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah indikator kinerja daerah
pada sasaran meningkatnya  koordinasi, akuntabilitas dan
profesionalitas penyelenggaraan pemerintah di daerah yang merupakan
tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang
menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian
kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam
melaksanakan tugas jabatan. Jika capaian Indeks Profesionalitas ASN
masuk ke dalam kategori rendah maka mengambarkan beberapa kondisi

yang mungkin terjadi pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu :

1) Kualifikasi Pendidikan: ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan
yang tidak sesuai dengan jabatan yang diemban dapat
mempengaruhi capaian indeks profesionalitas.

2) Kompetensi: Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi
bagi ASN dapat menyebabkan rendahnya kemampuan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

3) Kinerja: ASN yang tidak mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan atau memiliki kinerja yang rendah akan mempengaruhi
capaian indeks profesionalitas.

4) Kedisiplinan: Tingkat kedisiplinan yang rendah, seperti seringnya
absen atau pelanggaran aturan, dapat berdampak negatif pada
capaian indeks profesionalitas.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilaksanakan dengan
menggunakan metode perhitungan yang mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara serta peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan
Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks
Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi,

meliputi :
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a. Kualifikasi (Bobot 25%)
Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal

terakhir yang telahdicapai, meliputi :

Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);

Pendidikan S-2 (Strata-Dua);

Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);

Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma-Satu)/ SLTA
Sederajat; dan

Pendidikan di bawah SLTA

b. Kompetensi (Bobot 40%)

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan

kompetensi yangtelah dilaksanakan yang meliputi:

Diklat Kepemimpinan;
Diklat Fungsional;
Diklat Teknis; dan

Seminar/Workshop/Konferensi/Setara.

c. Kinerja (Bobot 30%)

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang
meliputi :

Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
Perilaku kerja.

d. Disiplin (Bobot 5%)

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman

disiplin yang pernahdialami yang meliputi :

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN

Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

dilakukanpengkategorian tingkat profesionalitas sebagai berikut :
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Tabel 4.2
Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN

Nilai Tingkat Profesionalitas ASN

91-100 Sangat Tinggi
81-90 Tinggi
71-80 Sedang
61-70 Rendah

<60 Sangat Rendah

Sumber data : Buku Saku Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan dengan menilai
empat dimensi utama, yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja,
dan kedisiplinan. Hasil perolehan untuk masing-masing dimensi
menunjukkan gambaran tentang kualitas profesionalitas ASN dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Adapun perolehan capaian
hasil pengukuran sementara Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024
yaitu sebegai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Sementara Indeks Profesionalitas ASN Setiap Dimensi
Tahun 2024
Dimensi Indeks Perolehan Nilai Sementara
Profesionalitas (Point)
Kualifikasi 21.13
Kompetensi 18.9
Kinerja 12.67
Disiplin 5
Jumlah 57.7

Sumber : Aplikasi SI-ASN Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukan capaian sementara pada
setiap dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 yaitu dimensi
kualifikasi sebesar 21.13 point, dimensi kompetensi sebesar 18.9 point,

dimensi kinerja sebesar 12,67 point, dimensi disiplin sebesar 5 point.

35|Page Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2024



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Lampung Barat
pada dimensi kompetensi bersumber dari pelaporan setiap ASN
mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi seperti, bimbingan teknis,
seminar, workshop, dan Konferensi/Setara. Sedangkan peningkatan
kompetensi melalui diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis
tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan belum adanya fasilitas
Assesment Center yang dapat menunjang telaksananya kegiatan diklat
tersebut.

Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian indeks
profesionalitas ASN melalui dimensi peningkatan kompetensi terus
dilakukan. Tersedianya fasilitas Assesment Center menjadi salah satu
solusi untuk melakukan penilaian kompetensi dan potensi pegawai
negeri sipil (PNS) yang dilakukan secara terstandar, untuk mendirikan
Assessment Center, persiapan yang perlu dilakukan diantaranya:

1. Menyiapkan assessor dan administrator

0

Menyiapkan sarana dan prasarana, seperti gedung dan simulasi

@

Menyiapkan software

s

Mengikuti pelatihan assessor dan administrator

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lampung Barat sedang melakukan upaya kerjsama
dengan Assesment Center Kota Tanggerang untuk melakukan
persiapan software yang digunakan sebagai media penilaian
kompetensi pegawai. Pada triwulan ke empat tahun 2024 BKPSDM
Kab Lampung Barat melakukan studi banding ke Assesment Center
Pemerintah Kota Tanggerang dalam rangka melakukan persiapan
pengadaan Assesment Center di Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat. Saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya
Manusia Kab Lampung Barat telah mengirimkan draf dokumen
Kerjasama ke Assesment Center Kota Tanggerang dan menunggu

persetujuan dokumen Kerjasama.
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1. Faktor-faktor Penghambat Capaian Kinerja

Beberapa hal yang menjadi penghambat capaian kinerja pada

sasaran yaitu sebegai berikut :

a) Untuk dimensi kinerja memiliki bobot penilaian 30 point, capaian

pada dimensi kinerja Kabupaten Lampung Barat sebesar 12.67 point
dari total PNS sebanyak 3496 PNS, capaian ini berdasarkan hasil
pengukuran sementara yang dilakukan pada TW 1 Tahun 2025.
Capaian IP ASN 2024 pada dimensi Kinerja cenderung lambat

disebabkan, sebagian ASN yang belum mengirimkan hasil penilaian

kinerja pada aplikasi E-KINERJA BKN ke aplikasi SI-ASN BKN.

b) Untuk dimensi kompetensi, sebagai dimensi yang memiliki bobot

terbesar yakni 40% namun merupakan capaian yang paling rendah

dibandingkan dengan dimensi lain dapat dikemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1)

2)

3)
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Terbatasnya anggaran untuk pengembangan kompetensi aparatur
setiaptahunnya pada APBD Kabupaten Lampung Barat baik untuk
diklat teknis, fungsional maupun pelatihan penunjang lainnya
seperti seminar / Bimtek / workshop / sejenis, sehingga belum
mampu mengakomodir ketercukupan jumlah jam pelajaran
minimal 20 jam untuk setiap pegawai setiap tahunnya termasuk
untuk pelaksanaan Diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural
dimana pelaksanaan Diklat kepemimpinan cukup signifikan
memberikan nilai sebesar 15 untuk setiap orangnya.

Adanya kebijakan penyetaraan jabatan administrasi kedalam
jabatan fungsional, menyebabkan berkurangnya nilai kompetensi
bagi pejabat pengawas yang telah melaksanakan Diklat
kepempimpinan dikarenakan pada saat pengukuran telah beralih
kedalam jabatan fungsional.

Dalam pelaksanaanya, masih terdapat pegawai yang tidak
melaporkan data riwayat pengembangan kompetensi kepada unit
pengelola kepegawaiannya dalam hal ini kepada Perangkat
Daerahnya, sehingga pelaporan yang disampaikan Perangkat

Daerah kepada BKPSDM Kabupaten Lampung Barat tidak
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menggambarkan kondisi sebenarnya terkait dengan riwayat
pengembangan kompetensi, dan juga setiap Perangkat Daerah
belum mengoptimalkan aplikasi SINETRON yang telah dibangun
oleh BKPSDM Kabupaten Lampung Barat dimana setiap Perangkat
Daerah dapat meremajakan data secara periodik terkait dengan
riwayat pengembangan kompetensi dengan cara mengupload
Sertifikat / Keterangan telah melaksanakan pengembangan
kompetensi.

4) Belum terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan
pengembangan kompetensi di BKPSDM Kabupaten Lampung Barat,
artinya masih banyak jenis pengembangan kompetensi yang
diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan beberapa tidak
dikoordinaskan atau dilaporkan kepada BKPSDM Kabupaten
Lampung Barat.

2. Faktor-faktor Keberhasilan Capaian Kinerja
Beberapa hal yang menjadi keberhasilan capaian kinerja pada
sasaran yaitu sebegai berikut :

a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung
Barat telah melakukan kerjasama dengan Badan Pengembangan
SDM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan diklat, dengan tujuan
meningkatkan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan
Kabupaten Lampung Barat.

b) Terselenggaranya diklat pada setiap jenjang jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Administrator / Pengawas/ Fungsional dalam rangka
peningkatan kompetensi ASN.

c) Tersedianya dokumen analisis jabatan yang telah dibuat dalam
rangka menunjang pemetaan kebutuhan ASN pada setiap perangkat
daerah serta membantu pemerataan beban kinerja dalam rangka
peningkatan kinerja perangkat daerah.

d) Terselenggaranya kerjasama ASN dilingkungan Kabupaten Lampung

Barat dalam melakukan update data mandiri pada aplikasi MySAPK.
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e) Terselenggaranya proses pengadaan pegawai dengan perjanjian kerja

(PPPK) dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
Tabel 4.3
Capaian Program Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Kabupaten Lampung
BaratTahun 2024

No Sasaran Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target| Realisasi Shuahs
Program %
Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat
1 SAKIP Daerah Point | 78,77 79,85
Perangkat
Daerah

Persentase Pelaksanaan
) . % 63% 61.59%
2 |Meningkatnya |Profesionalitas ASN

Profesionalitas | Bérdasarkan Kompetensi

ASN Persentase Peningkatan

% 51% 0,
Kompetensi ASN N o | 51.35%

Sumber : Indikator Kinerja Utama BKPSDM Tahun 2024

Tabel 4.3 diatas menjelaskan capaian kinerja program telah
mencapai target yang ditetapkan yaitu penilaian AKIP perangkat daerah
tahun 2024 sebesar 100%, Persentase pelaksanan profesionalitas ASN
berdasarkan kompetensi mencapai 97% dan Persentase peningkatan
kompetensi ASN. Serta persentase Peningkatan Kompetensi ASN
mecapai 100%.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan
Kepegawaian DanPengembangan Sumber Daya Manusia sebagai instansi
pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya
diperoleh melalui evaluasi SAKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tingkat akuntabilitas instansi
dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No Kategori Nilai Angka Interpretasi
1 AA >90 - 100 Sangat Memuaskan
2 A >80 - 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, Berkinerja

tinggi, dan sangat akuntabel

3 BB >70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja baik,
memiliki system manajemen kinerja yang andal

- B >60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,
memilikisistem yang dapat digunakan untuk
manajemen kinerja, dan perlu sedikit
perbaikan.

5 CcC >50 - 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya
cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem
yang dapat digunakan untuk memproduksi
informasi kinerja untuk pertanggung jawaban,
perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

6 C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat
diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen |
kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan |
perbaikan yang mendasar.

7 D 0-30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak
dapat diandalkan untuk penerapan
manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan,
Sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber data : LHE Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun
2024

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dilaksanakan oleh
Inspektorat terhadap 4 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang
meliputi perencanaan kinerja, pengukuran Kkinerja, pelaporan kinerja,

evaluasi internal dan capaian kinerja.
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Hasil evaluasi SAKIP di Tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk
nilai dengan kisaran mulai dari O sampai dengan 100, Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lampung Barat memperoleh nilai sebesar 77,51 (Tujuh Puluh Enam
koma Tiga Belas) kategori BB dengan interpretasi Sangat Baik dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Evaluasi SAKIP BKPSDM Tahun 2023
No Komponen yang Dinilai Bobot Nilai
1. | Perencanaan Kinerja 30 24,06
2. | Pengukuran Kinerja 30 24,00
3. | Pelaporan Kinerja 15 11,25
4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 20,00
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 100 79,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB = SANGAT BAIK

Sumber data : LHE AKIP OPD Tahun 2024

4. Gambaran Peta Proses Bisnis Pendukung Capaian Kinerja Utama
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2018, peta proses bisnis berupa diagram yang menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk
menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi .

a) Peta Proses Bisnis Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kineria

Evaluasi Hasil Peoilalan dan Evabuasi Kinerja Aparafur
BKPSDM - 01.38
[Ip——— e ot
BKPSOM Gurd Bakacsilan Ols 567 > RS
[ wmss
|
Megonean D | | |
ME »  SPwmb | [ Tiask
\ ”
e Mentba Surd Bxcyong
Kaneg V BKN Uiy ¥l e —+  Can Pagom Exsaas Kee
PIES e SASH Lachems
|

Sumber Data : Peta Proses Bisnis BKPSDM Tahun 2023
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Berdasarkan peta proses bisnis diatas terlihat bahwa BKPSDM Kab
Lampung Barat bekerja sama dengan seluruh perangkat daerah serta
Kanreg V BKN dalam upaya peningkatan capaian kinerja ASN di
Lingkungan Kabupaten Lampung Barat dengan melakukan penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan melaporkannya melalui aplikasi
kepegawaian, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian
indeks profesionalitas ASN Kabupaten Lampung Barat pada dimensi
kinerja.

b) Peta Proses Bisnis Peningkatan Kapasitas ASN

Peningiitao Kapasitas Kioecia ASH
BKPSDN -1 33
Meryapir 1w
(3 1 1 . — Fembars —
BXPSOM Lampung | “IEERRL . Wit | |
PEYACEe SHT 2R |
i 1
BKPSOM Proyiosi Lo Mepdmigar \
Lampung ot ‘r
E
[
Ly
Bupati Lagane St e

Sumber Data : Peta Proses Bisnis BKPSDM Tahun 2023

Berdasarkan peta proses bisnis diatas menunjukan bahwa dalam
mencapai sasaran “Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur” dengan
indikator kinerja indeks profesionalitas ASN perlu dilakukannya
kegiatan peningkatan kapasitas ASN dengan menyelenggarakan diklat
bagi ASN diseluruh jenjang jabatan yang melibatkan beberapa pihak
seperti BPSDM Provinsi Lampung, dan Bupati Lampung Barat.
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c) Peta Proses Bisnis Lanjutan
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Sumber Data : Peta Proses Bisnis BKPSDM Tahun 2023

Berdasarkan peta proses bisnis diatas menunjukan bahwa dalam
mencapai sasaran “Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur” dengan
indikator kinerja indeks profesionalitas ASN perlu dilakukannya
kegiatan pendidikan lanjutan ASN dengan memberikan izin belajar
atau pemberian tugas belajar untuk meningkatkan kualifikasi
pendidikan ASN kegiatan ini melibatkan beberapa pihak seperti
Bappeda,Inspektorat, Kanreg V BKN, BKN dan Bupati Lampung Barat.

B. Perbandingan Kinerja
1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022
disampaikan kepada Instansi terkait pada tahun 2023, sedangkan
hasil pengukuran indeks profesionalitas tahun 2023 disampaikan
kepada instansi terkait pada tahun 2025.
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Maka Capaian kinerja indeks profesionalitas ASN Tahun 2024 akan
diperoleh pada tahun 2026, berikut perbandingan indeks
profesionalitas ASN pada tahun 2022 dan 2023 pada setiap dimensi

yaitu :

Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN
Tahun 2022 dan Tahun 2023

40

35

30

25

~ 14,9925,02
25 ,4621,68 :

20

15

10

KUALIFIKASI KOMPETENSI KINERJA DISIPLIN
M Nilai Maksimal @ Nilai 2021 [ Nilai 20223

Gambar 4.1 Capaian Indeks Profesionalitas Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas menjelaskan hasil Capaian kinerja indeks
profesionalitas ASN pada tahun 2023 mengalami peningkatan dan
melebihi target yang telah di tetapkan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Manusia dengan capaian indeks profesionalitas sebesar
80,44 dengan kategori sedang. Adapun peningkatan capaian Indeks
Profesionalitas ASN Kabupaten Lampung Barat setiap tahun yiatu:
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Tabel 4.6
Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021-2024

21.68 = 21.13

Kualifikasi 13.66 21.46

Kompetensi 9.13 20.76 28.75 18.9
Kinerja 25.00 24.99 25.02 12.67
Disiplin 5.00 5.00 5.00 5
Jumlah 52.78 72.21 80.44 57.7

Sumber : Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025

2. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional
Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara
merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan
pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari
satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan
Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

148

Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Ut Satuan 2020 2021 mlmam
INTERNAL (BUSINESS PROCESS)

.3 Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN

Persentase Yo 100 100 100 100 100
4 pemenuhan regulasi
teknis dan instrumen
manajemen ASN
M‘ by udnya tan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN
5 | Persentase Sistem % 85 90 a5 100 100
Informas
Kepegawaian
Pengelola ASN yang
terientegrasi dengan
SI ASN

555 Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan
Manajemen ASN
6 | Persentase layanan Yo 75 8O 85 90 95

Manajemen ASN vang
berbas:is digital

[E8.6 Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan men ASN
7 | Persentase % 30 65 85 a95 100
Rekomendas: hasil
pengawasan dan
pengendahan
kepegawaian vang
ditindaklanjuti

Gambar 4.2 Renstra BKN Tahun 2020-2024
Sumber Data : Renstra BKN Tahun 2024
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Berdasarkan gambar diatas dapat dibandingkan bahwa target
capaian kinerja Badan Kepegawaian Negara tingkat indeks
profesionalitas ASN pada tahun 2023 sebesar 78 dengan kategori
SEDANG, sedangkan berdasarkan hasil pengukuran IP ASN yang
disampaikan oleh BKN pada tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat
mendapatkan capaian [P ASN sebesar 80,44 dengan kategori SEDANG
pada tahun 2023. Hasil pengukuran capaian IP ASN ini menunjukan
bahawa Kabupaten Lampung Barat telah melebihi target nasional.

3. Perbandingan Kinerja dengan Target atau Capaian Kinerja Tingkat
Provinsi

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan
manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) didasarkan pada asas-asas
yang salah satunya adalah profesionalitas. Profesionalitas menjadi salah
satu kunci keberhasilan ASN dalam pelaksanaan fungsinya sebagai
pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan
pemersatu bangsa. Profesionalitas merupakan sikap profesional yang
dimiliki oleh individu. Profesional berarti ahli dalam bidangnya. Saat
seseorang menyebut dirinya sebagai seorang yang profesional maka ia
harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang yang ditekuni
dan mampu menunjukkan kualitas tinggi dalam pekerjaannya.
Profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap sebuah
profesi. Dalam penjelasan yang lebih sederhana, profesionalisme
diartikan sebagai perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu
profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki
ciri standar teknis atau etika suatu profesi.

Predikat profesional berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat
atas sampai tingkat bawah. Profesionalisme menyangkut kecocokan
antara kemampuan yang dimiliki dengan kebutuhan tugas dalam
organisasi, terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan
kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang
profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan

arah dan tujuan yang ingin di capai oleh organisasi. Pengukuran IP ASN
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tidak hanya bermanfaat bagi sebuah organisasi atau instansi
pemerintah, melainkan juga para pegawai juga masyarakat. Bagi
pegawai yang diukur, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam
upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai Pegawai ASN. Bagi
instansi pemerintah, pengukuran ini digunakan sebagai dasar
perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara
organisasional. Yang terakhir bagi masyarakat, manfaatnya adalah
sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak
profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Adapun capaian kinerja tahun ini dan perbandingan capaian kinerja
terhadap capaian kinerja kabupaten /kota lain sebagai berikut :

HASIL PENGUKURAN IP ASN TAHUN 2023
DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL V BKN

No Nama instansl Jumiah ASN Kualifikasi Kompetensi Kinerja Disiplin m Kategori
1 Pemerintah Kota Metro 3.479 2172 32,20 2520 5.00 84,12 tinggi
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 57.492 2247 31,71 24,83 4,99 84,00 tinggi
Ibukota Jakarta
3 | Pemerintah Kab. Way Kanan 5.065 21.49 3120 2471 5,00 82,39 tinggi
4 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 10.105 21,59 29,51 24,76 5.00 80.85 sedang
[ 5. [emerntahkali;Lanmung Baret 4122 2168 | 2875 25,02 5,00 804 | “sedang |
| [ | Pemerintah Kab, Lampung Timur 7.7%0 21.61 | 2840 24,76 5,00 79,77 i sedang l
| 7| pemerintah provinsi Lampung 13.475 287 | 2653 25,40 5,00 78,80 | sedang |
8 | Pemerintah Kota Pontianak 3.981 2131 26,75 24,93 5,00 | 7799 sedang
5 | Pemertwtah Kab. Pocawarsn 3986 2140 26,71 24,88 5.00 7798 | sedang
10 | Pemerintah Keb. Ketapang 6.294 7133 26,69 24,73 2,99 7774 | sedang
11 | Pemerintoh Kab. Keyong Utare 2.255 2093 27,36 24,09 5.00 7738 | sedang
R R ——— 5577 2143 2644 2425 5.00 7732 | sedang

Gambar 4.3 Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023
Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025
Berdasarkan gambar 4.3 diatas menunjukan bahwa Indeks
Profesionalitas ASN Kabupaten Lampung Barat sebesar 80,44 dengan
kategori SEDANG mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan
dengan beberapa kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Lampung.
Untuk capaian sementara Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024
belum dapat dilakukan perbandingan dengan kabupaten/kota lain, hal
ini disebabkan hasil pengukuran final tahun 2024 baru akan di
sampaikan pada tahun 2026.
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4. Benchmarking

Benchmark adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris di
mana memiliki arti patokan atau tolak ukur. Dengan demikian,
pengertian benchmark adalah patokan untuk menilai atau membandingkan
sesuatu. Benchmarking diartikan sebagai suatu standar yang dimanfaatkan
sebagai pembanding antara satu hal dengan lainnya yang sejenis. Jadi,
dengan adanya patokan ini maka berbagai hal dapat diukur dengan standar
baku yang umum.

HASIL PENGUKURAN IP ASN TAHUN 2023
DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL V BKN

12

No e Tnataii Jumlah ASN Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja Disiplin :;: Kategori
1 | Pemerintah Kota Metro 3479 2172 3220 25,20 5,00 84,12 tingg)
; | Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 57.492 2247 3171 24,83 4,99 84,00 tinggi

Ibukota Jakarta

31 | Pemerintah Kab. Way Kanan 5.085 21,49 31,20 2471 5,00 82,39 tinggi

4| pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 10.105 2159 2851 2476 | 50 | 8085 | sedang

5 | e T e I 1V 2168 28,75 I 25.02 [ 5,00 | 8044 [ sedang
: 6 Peme;lnldh Kab. Lampung Timur £.7190 21,61 28,40 24,76 5,00 n7r sedang

7 | Pemerintah Provinsi Lampung 13.475 21,87 26,53 25.40 5,00 78,80 sedang

8 | Pemerintah Kota Pontianak 3.981 21,3 26,75 23,93 5,00 77.99 sedang

9 | Pemerintah Kab. Pesawaran 3986 2140 w7 2488 5.00 7708 | sedang

10 | Pemerintah Kab. Ketapang 6.204 21,33 26,69 24,73 4.9 77.74 sedang
11| Pemerintah Xab, Kavane Utara 2.255 20,93 27,36 24,09 500 [ 7238 | sedang

! Pemerintah Kab. Tanggamus I 5577 | 2143 I 26,44 I 2045 | 5.00 i 1132 I sedang I

Gambar 4.4 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Instansi Wilayah Kanreg V BKN

Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025

Berdasarkan gambar 4.4 diatas menunjukan bahwa capaian Indeks
Profesionalitas ASN Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023
berdasarkan jumlah ASN yang diukur sebanyak 4.122 pegawai
mendapatkan nilai sebesar 80,44 dengan kategori SEDANG, dengan
rincian capaian kinerja pada setiap dimensi yaitu kualifikasi pendidikan
21,68, kompetensi 28,75, kinerja 25,02, disiplin 5,00. Berdasarkan
pengukuran [P ASN Tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat berada di
posisi ke-5 besar diantara 32 Instansi Lainnya di wilayah Kanreg V BKN,
hal ini membuktikan Kabupaten Lampung Barat mampu melebihi
capaian [P ASN Kabupaten lain.

Pada dimensi kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Lampung

Barat point memiliki capaian sebesar 28.75, capaian ini lebih besar
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dibandingkan dengan capaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah
Kabupaten Tanggamus pada dimensi kompetensi sebesar 26.44 point.
dimensi kompetensi dalam pengukuran indeks profesionalitas ASN
dimaksudkan untuk mengetahui informasi tentang riwayat
pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki
kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Banyak factor yang bisa
menjadi penyebab tingginya capaian Indeks Profesionalitas ASN
Kabupaten Lampung Barat pada dimensi peningkatan kompetensi,
salah satunya yaitu, tinggi minat ASN Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat dalam keikutsertaan Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional
dan/atau Diklat Teknis sesuai dengan jenjang jabatannya. Selain itu,
termasuk juga di dalamnya keikutsertaan ASN dalam suatu
seminar, workshop, magang, kursus dan lain sebagainya. Intervensi
pemerintah juga sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi
pegawai dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi para
pegawai untuk dapat mengikuti diklat. Faktor inilah yang mungkin
berperan dalam tingginya capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten

Lampung Barat pada dimensi kompetensi.

C. Realisasi Anggaran

Untuk mengukur sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kerja Tahun 2024 dengan Anggaran sebesar Rp.
4.555.464.843- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta
Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh
Rupiah),- dan pencapaian realisasi keuangan dari seluruh kegiatan Rp.
4.030.238.348,00,- atau 88.47%, terlebih dahulu dijelaskan bahwa
selain Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar atau tolak ukur
capaian hasil kinerja, evaluasi kinerja juga menggunakan metode
kuantitatif berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan
dalam mencapai sasaran. Adapun rincian program/kegiatan sub kegiatan

yang telah dikerjakan dan direalisasikan sebagai berikut:
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Tabel 4.6 Realisasi Anggaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2024

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan 18.670.800.00 4.713.800.00 25.25 6.897.600.00 36.94 10.702.800.00 57.32 18.670.800.00 100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen 2.775,000.00 1.265.000.00 45.59 1.514.800.00 54.59 2.102.000,00 75.75 2.775.000.00 100
Perencanaan Perangkat Daerah

1. 1.2 Koordinasi dan Peny 2.705.000.00 000 0 000 0 2.705.000.00 100 2.705.000.00 100
Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Koordi dan Peny 2.705.000.00 000 0O 000 0 000 0 2.705.000.00 100
Dakumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 K d dan Pe DPA- 2.166.000.00 2.166,000.00 100 2.166.000.00 100 2.166.000.00 100 2.166.000.00 100
SKPD

LL5 K 1i dan Pe 2.320.000.00 000 © 0.00 o0 000 © 2.320.000.00 100
Perubahan DPA- SKPD

1.1.6 Koord dan Peny 1.000.000.00 000 0O 467.000.00 46.7 467.000.00 46.7 1.000.000.00 100

Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisast Kinena SKPD

1.1.7 Evaluasi Kmena Perangkat 4.999.800.00 1.282.800.00 25.06 2.749.800.00 55 3.262.800.00 65.26 4.999.800.00 100

Daerah
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat 2.465.020.843.00 417.966.131.00 16.96 1.215.783.543.00 49.32 1.734.684.439.00 70.37 2.305.825.263.00 93.54

Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Turyangan 2.459.420.843.00 417.966.131.00 16.99 1.213.269.543.00 49.33 1.732.170.439.00 70.43 2.300.225.263.00 93.53
ASN

1.2.2 Koordinasi dan Peny 2,600.000.00 000 © 000 © 0.00 0 2.600.000.00 100
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

1.2.3 Koordinast dan Penyusunan 1.000.000.00 000 0O 514.000.00 51.4 514.000.00 514 1.000.000.00 100

Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran

SKPD
1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan 2.000.000.00 000 0 2.000.000.00 100 2.000.000.00 100 2.000.000.00 100
Anatisis Pro Poalisasi
Anggaran
1.3 Administrasi Kepegawaian Perunghkat 2.865.000.00 1.666.000.00 58.15 2.077.000.00 72.5 2.458.000.00 85.79 2.865.000.00 100
Daerah
1.3.1 Monitoring, Evaluasi, dan 2.865.000.00 1.666.000.00 58.15 2.077.000.00 72.5 2.458.000.00 85.79 2.865.000.00 100

Penilaian Kinerna Pegatwat
1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  235.921.000.00 24.142.300.00 10.23  140.707.553.00 59.64 199.597.003.00 84.6 235.475.403.00 99.81

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi 2.501 .000.00 575.000.00 22.99 1.314.000.00 5254 1.717.000.00 68 65 2.501.000.00 100
Listrik/ Pencrangan Bangunan
Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan 17 .000.000.00 000 © 000 0 000 0 17.000.000.00 100
Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyedaan Barang Cetakan dan 15.294.000.00 3.934.000.00 25.72 7.741.600.00 50.62 11.859.600.00 77.54 15.294.000.00 100
Penggandaan

1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan 3.960.000.00 990.000.00 25 1.980.000.00 50 297000000 75 3.960.000.00 100
Pe Perundang-undang

1.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.543.000.00 1.785.000.00 27.28 3.310.000.00 50.59 5.023.000.00 76.77 6.543.000.00 100

1.4.6 Penyelengaaraan Rapat 190.623.000.00 16.858 300.00 8.84 126.361.953.00 66.29 178.027.403.00 93.39 190.177.403.00 99.77

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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1.5 Penyedinan Jasa Penunjang Urusan

1.6

Pemerintahan Daerah

1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Dacrah

1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
1.6.2 Pemeitharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
1.6.3 Pemeltharaan/ Rehabilitas:

Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

2.1

Pengadaan, Pemberhentian dan
Informas: Kepegawaian ASN

2 1.1 Koordinas: dan Fasilias
Pengadaan PNS dan PPPK

2.1.2 Koordinas: Pelaksanaan
Admunustras: Pemberhentan

2 1.3 Pengelolaan Sistem Informasi
Kepegawawan

2 1.4 Pengeloluan Data Kepegauaan

2 1.5 Evaluas: Data, Informas: dan
Sistemn Informast Kepegawaian

Mutas: dan Promosi ASN

2.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN

222 Pengelolaan Kenarkan Panghat
ASN

Pengembangan Kompetens: ASN

2.3.1 Pengeloaan Admirustras: Diklat
dan Sertifikas: ASN

2.3.2 Pengeloloan Pendudikan Lanjutan

ASN
2.3.3 Sosulisas dan Penycbaran

o b s !
Ed }?

ASN

Penilaian dan Evaluas: Kinerja
Aparatus

24.1 Prlaksanaan Peralazan dan
Evaluas: Kinerja Aparatur

2.4.2 Evaluasi Hastl Perulatan dan
Evaluas: Kinerpa Aparatur

2.4.3 Pengeloluan Pembenan
Pengharguan Bagi Pegawxi

2.4.4 Pengebloan Tanda Jasa Bagi
Pegawai

2.4.5 Pembingan Dusmiplin ASN

2.4.6 Fengelolaan Penyelesaan
Pelanggaran Disiplin ASN

Total Per Sasaran

Grand Total

54.097.600.00 12.788.230.00 23.64

3.040.000.00
30.695.000.00

20.362.600.00

78.290.000.00

44.150.000.00

10.160.000.00

23.980.000.00

329.020.500.00

144.178.000.00

2.660.000.00

33.711.000.00
33.962.500.00

167.485.600.00
71.821.600.00
95.664.000.00

491.975.000.00
291.905.400.00

105.840.600.00

94.229.000.00

712.118.500.00

528.775.000.00

54.665.000.00

1.930.000.00

23.134.000.00

67.762.000.00
35.852.500.00

500.000.00 16.45
6.840.080.00 2228

5.448.150.00 26.76

12.417.500.00 15.86

9.287.500.00 21.04

3.130.000.00 30.81

000 ©

56.787.900.00 17.26

18.084.900.,00 12.54

17.730.000.00 18.76

5.658.500.00 24.97

11.714.500.00 34.75
3.600.000.00 10.6

38.887.200.00 23.22
oo0 O
35.857.200.00 40.65

73.954.400.00 15.03
52.338.800.00 17,93

9.913.500.00 9.37

11.701.800.00 12.42

45.734.400.00 6.42

oo0o 0

18.168.000.00 33.24

000 0

18.325.200.00 79.21

000 o
9.241.200.00 25.78

24.465.414.00 45.22

1.250.000.00 41.12
13.406.164.00 43.68

9.809.250.00 48.17

27.940.240.00 35.69

21.630.240.00 48.99

6.310.000.00 62.11

000 0O

154.126.650.00 46.84

36.652.400.00 25.42

73.293.000.00 77.55

15.990.500.00 70.57

13.355.500.00 39.62
14.835.250.00 43.68

63.874.850.00 38.14
12.570.650.00 175
51.304.200.00 53.63

273.255.625.00 55.54
169.967.225.00 58.23

11.566.800.00 10.93

91.721.600.00 97.34

214.332.200.00 30.1

155.185.600.00 29.35

25.429.200.00 52.01

000 0

18.989.200.00 82.08

2.197.000.00 3.24
9.531.200.00 26.58

37.036.607.00 68.46

2.000.000.00 65.79
19.536.707.00 63.65

15.499.900.00 76.12

45.922.240.00 58.66

37.352.240.00 84.6

8.570.000.00 84.35

000 0

223.149.140.00 67.82

61.593.400.00 42,72

89.475.000.00 94.67

22.046.500.00 97.29

20.471.500.00 60.73
29.562.740.00 87.05

133.869.550.00 79.93
42.407.800.00 59.05
91.461.750.00 95.61

250.003.108.00 B5.65
49.130.950.00 46.43

91.721.600.00 97.34

232.506.800.00 32.65
163.640.400.00 3095
36.714.000.00 67 16
000 0O
19.399.200.00 83 86

2.932.000.00
9.821.200.00

4.33
27.39

48.951.494.00 90.49

3.040.000.00 100
25.601.394.00 83.41

20.310.100.00 99.74

77.329.740.00 98.77

43.189.740.00 97 83

10.160.000.00 100

23.980.000.00 100

143.920.125.00 99.82

93.033.300.00 98.44

22.046.500.00 97.29

32.637.900.00 96.52
33.162.740.00 97.65

165.423.275.00 98.77
£9.979.950.00 97.44
495.443.325.00 99.77

481.784.908.00 97.93
290.835.983.00 99.63

96.852.325.00 91.54

94.066.600.00 99.83

369.111.900.00 51.83
221.597.050.00 41.91
50.818.000.00 492.96
1930.000.00 100

23.107.200.00 99.58

40.400.850.00 59.62
31.258.800.00 B7.19

4.555.464.843.00 689.057.861.00 15.13 2.123.460.675.00 46.61 3.010.792.237.00 66.09 4.030.238.348.00 B8.47

4.555.464.843.00 689.057.861.00 15.13 2.123.460.675.00 46.61 3.010.792.237.00 66.09 4.030.238.348.00 B8.47

Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Tahun 2024
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Tabel 4.7
Analisis Efisiensi
Anggaran
'No |  Sasaran | Indikator | Capaian| Penyerapan| Tingkat
1 2 | 3
1 Meningkatnya Indeks 104% 88.47% 11,53
Kapasitas SDM Profesionalitas
Aparatur Aparatur

Jumlah Total Efisiesni 11,53
Sumber : Laporan Realisasi Keuangan BKPSDM Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat sepanjang Tahun
Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan
dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator
rata-rata 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran,

total efisiensi anggaran mencapai 11,53 persen.

D. Pemanfaatan Laporan Kinerja
Laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini menyajikan berbagai
keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang
telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dan Rencana Kerja
(Renja) Tahun Anggaran 2024.
Laporan kinerja BKPSDM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini
diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti :
1. LKjIP dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. LKjIP dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan

kinerja instansi pemerintah di masa mendatang.
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3. LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah
kepada masyarakat, lembaga pengawas, dan kepala pemerintahan.

4. LKjIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang mendorong transparansi dan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. LKjIP dapat menjadi sarana untuk mendapatkan masukan dari
stakeholder guna perbaikan berkelanjutan.

6. LKjIP dapat digunakan untuk memantau kinerja instansi pemerintah
dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja  Instansi  Pemerintah, sebagai salah  satu  bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan
dimaksud, meliputi program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan,
pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan
pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan ke dalam
indikator kinerja.

Dalam tahun 2024 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran
dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja
Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin
dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan yaitu sasaran 1
terdiri dari 1 indikator dengan mnilai 104%. Dari hasil pengukuran
terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah

sesuai dan melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

B. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Capaian kinerja dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya:
a. Adanya kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Diklat.
b. Adanya Diklat dalam rangka peningkatan kompetensi.
c. Tersedianya data analisis jabatan.
d

Adanya kerjasama ASN dalam melakukan update data pada aplikasi
MySAPK dan melakukan pengisian kinerja pada aplikasi E-KINERJA
BKN.
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C. Permasalahan dan Solusi
Dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan, tentu saja
banyak permasalahan dan hambatan yang dihadapi BKPSDM, seperti
terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 5.1

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Pegelolaan pensiun masih dilakukan
secara manual (arsip pada Excel)
sehingga kurangefektif.

Solusi

Penambahan fitur pada
aplikasi SINETRON yaitu
Usul Pensiun terintegrasi
SINETRON sehingga setiap
perangkat daerah  dapat
upload langsung persyaratan

pensiun pada aplikasi
SINETRON.
Realisasi pelaksanaan pelantikan Koordinasi dan konsultasi
kadang tidak sesuai dengan target lebih intens dengan
yang telah ditetapkan, karena terkait Kemendagri & Kemenpan RB
dengan perubahan kebijakan di agar ada toleransi batas

tingkat pusat seperti peraturan
penyetaraan jabatan, termasuk
penyesuaian nomenklatur jabatan

fungsional hasil penyetaraan yang
memerlukan rekomendasi dari pusat,
yang pelaksanaan
harus segera dan ada batas waktu.

pelantikannya

waktu pelaksanaan
pelantikan setelah terbitnya
rekomendasi.

Belum memiliki assessment centre Bekerjasama dengan BKD
sendiri, sehingga pelaksanaan Pemerintah Kota Tanggerang
assessment bekerja sama dengan yang telah memiliki
pihak lain yang memerlukan biaya assessment centre sendiri
cukup besar (dihitung per peserta untuk menekan biaya
assessment). assessment.
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karena jumlah anggaran yang
terbatas.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Permasalahan Solusi

4. | Jumlah PNS yang sedang menempuh | 4. [PNS yang diberi bantuan

Pendidikan lanjutan baik S1 atau S2 stimulant sesuai dengan hasil
sangat tidak mungkin untuk verifikasi usulan/permohonan
diberikan bantuan stimulant bantuan stimulan.

D. Rekomendasi dan tidak lanjut

1.

Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward dan
punishment, yakni menjadi dasar dalam penyesuaian

(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

. Mengajukan permintaan reviu Dokumen Laporan Kinerja kepada APIP

Kabupaten Lampung Barat.

Menginstruksikan semua pegawai agar memahami dan peduli atas
hasil pengukuran kinerja.

Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian
perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan
menggunakan Teknologi Informasi (APLIKASI).
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LAMPIRAN

3y
)

§7|Page Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2024




Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

58|Page Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2024




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
JA. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa - 34811

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manaemen pemerintahan yang efektf, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang tertanda tangan c¢i bawah ini :

Nama . Drs. AHMAD HIKAMI

Jabatan . Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat

Selanutrya diseout Pihak Pertama

Nama - Drs. NUKMAN, M.M.

Jabatan . P). Bupati Lampung Barat

Selanutnya disedut Pihak Kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjani akan mewuudkan target anena tshunan
sesua dengan lampiran peganian ini dalam rangka mencapai target kinefja jan
menengah seperi yang tm etapxan dalam doxkumen perencanaan. Keoer#;aﬁ
can kegagalan pencapaian target kinena tersebut menjadi tanggung jawad Pinak
Pertama.

Phak Kedua akan membenkan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas i-;i".e‘?a terhadap capaian kinefja cari penanjian ini can mengambil

tindakan yang dipedukan rangka pembenan penghargaan dan sanksi.
Liwa, 31 Juli 2024
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
2N
)
/
—_— r

Drs. NUKMAN, MM.

PEH;ti“a a Muds
NIP.19660821 188802 1 001
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DOKUMENTASI KEGIATAN PENANDATANGANAN MoU DENGAN
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG DALAM UPAYA PENINGKATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN ASN
— \;‘.




DOKUMENTASI KEGIATAN PELAKSANAAN DIKLAT PIM DAN LATSAR
DALAM UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI ASN

A




DOKUMENTASI KEGIATAN PENGADAAN PPK & PENGAMBILAN SUMPAH
PPPK




DOKUMENTASI KEGIATAN MUTA

¥

SI

o

DAN PROMOSI ASN



DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DALAM UPAYA
PENINGKATAN KINERJA ASN

Sosialisasi SKP - Pengisian dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai pada
Aplikasi Ekinerja BKN

Rekaman chat teratas

00O » DO IOOD OO

Sosialisasi SKP - Pengisian dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Ekinerja BKN

Sembunyikan rekaman chat
@ BKPSDM LAMBAR o83 G D oegken L Downlosd o

Rekaman chat teratas

00000 0602 Q

x

Qc

o
£Y)

Sosialisasi SKP - Pengisian dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Ekinerja BKN

@ BKPSDM LAMBAR 53 GF 2 Bagikan L Download

Sembunyikan rekaman chat




BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL V

Jalan Raya Ciracas Nomor 36, Ciracas, Jakarta Timur, Jakarta 13730

Telepon (021) 87721084 - 87721085; Faksimile (021) 87721085
Laman: jakarta.bkn.go.id; Pos-el: kanreg5.jakarta@bkn.qo.id

Nomor 004/B-BJ.01.03/SD/KR.V/2025 Jakarta, 07 Januari 2025
Lampiran 3 (tiga) lembar
Hal Hasil Pengukuran IP ASN Tahun 2023
(Final)
Yth.

. Kepala BKD Provinsi

Kepala BKPP/BKPPD/BKPSDM Kota dan Kabupaten
se Wilayah Kerja Kantor Regional VV BKN Jakarta
di

tempat

Dalam rangka mewujudkan Instansi Pemerintah yang profesional dalam menerapkan
manajemen ASN vyaitu Instansi Pemerintah yang melakukan Indeks Profesionalitas

ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional V BKN, terkait hal tersebut maka dapat kami
sampaikan sebagai berikut :

1;

Kami mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada Bapak/lbu yang sudah
mendukung transformasi sumber daya manusia melalui percepatan peningkatan
kapasitas dan pengembangan ASN berbasis kompetensi di instansinya.

. Kantor Regional V BKN terus melakukan pemantauan dan mendorong seluruh

instansi di wilayah kerja untuk terus meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN (IP)
ASN di instansinya.

. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan data hasil pengukuran IP ASN

Tahun 2023 yang meliputi progres IP PNS Tahun 2023 dan IP PPPK Tahun 2023
sebagai bahan evaluasi dan monitoring pada instansi Bapak/Ibu.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Regional V
Badan Kepegawaian Negara

) PARYONO, SH, M AP

Tembusan :

1.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

2. Direktur Jabatan ASN, BKN

-UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan 18.670.800.00 4.713.800.00 25.25 6.897.600.00 36.94 10.702.800.00 57.32 18.670.800.00 100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen 2.775.000.00 1.265.000.00 45.59 1.514.800.00 54.59 2.102.000.00 75.75 2.775.000.00 100
Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan 2.705.000.00 000 0 000 O 2.705.000.00 100 2.705.000.00 100
Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan 2.705.000.00 000 0 0.00 0 000 o0 2.705.000.00 100
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA 2.166.000.00 2.166.000.00 100 2.166.000.00 100 2.166.000.00 100 2.166.000.00 100
SKPD

1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan 2,320.000.00 000 0 000 O 0.00 o 2.320.000.00 100
Perubahan DPA- SKPD

1.1.6 Keordinasi dan Penyusunan 1.000.000.00 000 o 467.000.00 46.7 467.000.00 46.7 1.000.000.00 100
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat 4.999.800.00 1.282.800.00 25.66 2.749.800.00 55 3.262.800.00 65.26 4.999.800.00 100
Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat 2.465.020.843.00 417.966.131.00 16.96 1.215.783.543.00 49.32 1.734.684.439.00 70.37 2.305.825.263.00 93,54

Daerah

1.2.1 Penyediaan Gayi dan Tunjangan 2.459.420.843.00 417.966.131.00 16.99 1.213.269.543.00 49.33 1.732.170.439.00 70.43 2.300.225.263.00 93.53
ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan 2.600.000.00 000 0O 0.00 0 0.00 0 2.600.000.00 100
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan 1.000.000.00 0.00 o0 514.000.00 51.4 514.000.00 51.4 1.000.000.00 100

Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran

SKPD
1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan 2.000.000.00 000 0 2.000.000.00 100 2.000.000.00 100 2.000.000.00 100
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat 2.865.000.00 1.666.000.00 58.15 2.077.000.00 72.5 2.458.000.00 85.79 2.865.000.00 100
Daerah
1.3.1 Monitoring, Evaluasi, dan 2.865.000.00 1.666.000.00 58.15 2.077.000.00 72.5 2.458.000.00 85.79 2.865.000.00 100
Penilaian Kinerja Pegawai
1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  235.921.000.00 24.142.300.00 10.23 140.707.553.00 59.64 199.597.003.00 84.6 235.475.403.00 99.81
1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi 2.501.000.00 575.000.00 22,99 1.314.000.00 52.54 1.717.000.00 68.65 2.501.000.00 100
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
1.4.2 Penyediaan Peralatan dan 17.000.000.00 0.00 0O 000 0 0.00 0 17.000.000.00 100
Periengkapan Kantor
1.4.3 Penyeduy Barang Cetakan dan 15.294.000.00 3.934.000.00 25.72 7.741.600.00 50.62 11.859.600.00 77.54 15.294.000.00 100
Penggandaan
1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan 3.960.000.00 990.000.00 25 1.980.000.00 50 2.970.000.00 75 3.960.000.00 100
Peraturan Perundang-undangan
1.4.5 Fasilitast Kunjungan Tamu 6.543.000.00 1.785.000.00 27.28 3.310.000.00 50.59 5.023.000.00 76.77 6.543.000.00 100
1.4.6 Penyelenggaraan Rapat 190.623,000.00 16.858.300.00 8.84 126.361.953.00 66.29 178.027.403.00 93.39 190.177.403.00 99.77
Koordinasi dan Kensultasi SKPD
1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 54.097.600.00 12.788.230.00 23.64 24.465.414.00 45.22 37.036.607.00 68.46 48.951.494.00 90.49
Pemerintahan Daerah
1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.040.000.00 500.000.00 16.45 1.250.000.00 41.12 2.000.000.00 65.79 3.040.000.00 100
1.5.2 Penyedi Jasa Ki ikasi, 30.695.000.00 6.840.080.00 22.28 13.406.164.00 43.68 19.536.707.00 63.65 25.601.394.00 83.41
Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan 20.362.600.00 5.448.150.00 26.76 9.809.250.00 48.17 15.499.900.00 76.12 20.310.100.00 99.74
Umum Kantor
1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 78.290.000.00 12.417.500.00 15.86 27.940.240.00 35.69 45.922.240.00 58.66 77.329.740.00 98.77
Penunjang Urusan Pemerintahan
Dacrah
1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 44,150.000.00 9.287.500.00 21.04 21.630.240.00 48.99 37.352.240.00 84.6 43.189.740.00 97.83
Biaya Pemeltharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan 10,160.000.00 3.130.000.00 30.81 6.310.000.00 62.11 8.570.000.00 84.35 10.160.000.00 100
Mesin Lainnya
1.6,3 Pemeliharaan/Rehabilitasi 23.980.000.00 0.00 0 000 0 0.00 o0 23.980.000.00 100
Gedung Kantor dan Bangunarn
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2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

2.1

2.2

2.3

2.4

Pengadaan, Pemberhentian dan

Informasi Kepegawaian ASN

2.1.1 Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dan PPPK

2.1.2 Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi Pemberhentian

2.1.3 Pengelolaan Sistem Informasi
Kepegawaian

2.1.4 Pengelolaan Data Kepegawaian

2.1.5 Evaluasi Data, Informasi dan
Sistem Informasi Kepegawaian

Mutasi dan Promosi ASN

2.2.1 Pengeiolaan Mutasi ASN

2.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat
ASN

Pengembangan Kompetensi ASN

2.3.1 Pengeloaan Administrast Diklat
dan Sertifikasi ASN

2.3.2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan
ASN

2.3.3 Sosialisast dan Penyebaran
Informasi Jabatan Fungsional
ASN

Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Aparatur

2.4.1 Pelaksanaan Penilaian dan
Evaluast Kinerja Aparatur

2.4.2 Bvaluasi Hasil Penilaian dan
Evaluast Kinerja Aparatur

2.4.3 Pengelolaan Pemberian
Penghargaan Bagi Pegawai

2.4.4 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi
Pegawai

2.4.5 Pembinaan Disiplin ASN

2.4.6 Pengelolaan Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin ASN

Total Per Sasaran

Grand Total

329.020.500.00

144.178.000.00

94.509.000.00

22.660.000.00

33.711.000.00
33.962.500.00

167.485.600.00
71.821.600.00
95.664.000.00

491.975.000.00
291.905.400.00

105.840.600.00

94.229.000.00

712.118.500.00

528.775.000.00

54.665.000.00

1.930.000.00

23.134.000.00

67.762.000.00
35.852.500.00

56.787.900.00 17.26

18.084.900.00 12.54

17.730.000.00 18.76

5.658.500.00 24.97

11.714.500.00 34.75
3.600.000.00 10.6

38.887.200.00 23.22
0.00 0
38.887.200.00 40.65

15.03
17.93

73.954.400.00
52.338.800.00
9.913.800.00 9.37

11.701.800.00 12.42

45.734.400.00 6.42
0.00 0

18.168.000.00 33.24
0.00 0

18.325.200.00 79.21

0.00 0
9.241.200.00 25,78

154.126.650.00 46.84
36.652.400.00 25.42
73.293.000.00 77.55

15.990.500.00 70.57

13.355.500.00
14.835.250.00

39.62
43.68

63.874.850.00 38.14
12.570.650.00 17.5
51.304.200.00 53.63

55.54
58.23

273.255.625.00
169.967.225.00
11.566.800.00 10.93

91.721.600.00 97.34

214.332.200.00 30.1

155.185.600.00 29.35

28.429.200.00 52.01
000 ©O

18.989.200.00 82.08

2.197.000.00
9.531.200.00

3.24
26.58

223.149.140.00

61.593.400.00

89.475.000.00

22.046.500.00

20.471.500.00
29.562.740.00

133.869.550.00
42.407.800.00
91.461.750.00

390.865.658.00
250.003.108.00

49.140.950.00

91.721.600.00

232.506.800.00

163.640.400.00

36.714.000.00

0.00

19.399.200.00

2.932.000.00
9.821.200.00

67.82

42.72

94.67

97.29

60.73
87.05

79.93
59.05
95.61

79.45
85.65

16.43

97.34

32.65

30.95

67.16

0

83.86

4.33
27.39

324.800.565.00 98.72

143.920.125.00 99.82

93.033.300.00 98.44

22.046.500.00 97.29

32.637.900.00 96.82
33.162.740.00 97.65

165.423.275.00 98.77
69.979.950.00 97.44
95.443.325.00 99.77

481.784.908.00 97.93
290.835.983.00 99.63

96.882.325.00 91.54

94.066.600.00 99.83

369.111.900.00 51.83

221.597.050.00 41.91

50.818.000.00 92.96

1.930.000.00 100

23.107.200.00 99.88

40.400.850.00 59.62
31.258.800.00 B7.19

4.555.464.843.00 689.057.861.00 15.13 2.123.460.675.00 46.61 3.010.792.237.00 66.09 4.030.238.348.00 88.47

4.555.464.843.00 689.057.861.00 15.13 2.123.460.675.00 46.61 3.010.792.237.00 66.09 4.030.238.348.00 88.47
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